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This research was carried out at the Indramayu Regency Ministry of Religion Office and
two Madrasah Aliyah educational institutions, namely MA Al-Zaytun and MA Al Irsyad
Al Islamiyah Indramayu. This research was carried out by collecting data using
purposive sampling. From the discussion outlined in the discussion, it can be
concluded that: (1) The quality of public services at the Indramayu Regency Ministry of
Religion Office will depend on various factors such as the number of human resources,
the technology used, and the office's internal policies. In several regions, the Ministry
of Religion has also implemented an electronic or online-based service system to make
it easier for the public to access these services. (2) Public services to Madrasah Aliyah
provided by the Ministry of Religion of Indramayu Regency play an important role in
improving the quality of education and ensuring that students receive quality and
balanced education between general science and religion. With this comprehensive
support, Madrasah Aliyah can function as an educational institution that produces a
generation that is intelligent, has noble character, and is ready to face future
challenges. (3) By paying attention to supporting factors and overcoming inhibiting
factors, the Ministry of Religion of Indramayu Regency can increase the effectiveness of
public services to Madrasah Aliyah, so that it can create a better educational
environment and support the development of quality young people.
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Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kementrian Agama Kabupaten Indramayu dan
dua lembaga pendidikan Madrasah Aliyah yaitu di MA Al-Zaytun dan MA Al Irsyad Al
Islamiyah Indramayu. Penelitian ini dilakukan dengan pengambilan data menggunakan
purposive sampling. Dari pembahasan yang sudah diurai pada pembahasan, maka
dapat diambil kesimpulan bahwa: (1) Kualitas pelayanan publik di Kantor Kemenag
Kabupaten Indramayu akan tergantung pada berbagai faktor seperti jumlah sumber
daya manusia, teknologi yang digunakan, dan kebijakan internal kantor tersebut. Di
beberapa daerah, Kemenag juga telah mengimplementasikan sistem layanan berbasis
elektronik atau online untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan-
layanan tersebut. (2) Pelayanan publik kepada Madrasah Aliyah yang disediakan oleh
Kemenag Kabupaten Indramayu berperan penting dalam meningkatkan mutu
pendidikan dan memastikan bahwa siswa menerima pendidikan yang berkualitas dan
berimbang antara ilmu pengetahuan umum dan agama. Dengan dukungan yang
komprehensif ini, Madrasah Aliyah dapat berfungsi sebagai lembaga pendidikan yang
mencetak generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan siap menghadapi tantangan masa
depan. (3) Dengan memperhatikan faktor-faktor pendukung dan mengatasi faktor-
faktor penghambat, Kemenag Kabupaten Indramayu dapat meningkatkan efektivitas
pelayanan publik kepada Madrasah Aliyah, sehingga dapat menciptakan lingkungan
pendidikan yang lebih baik dan mendukung pengembangan generasi muda yang
berkualitas.

I. PENDAHULUAN
Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
daerah

pemerintah

menciptakan berbagai inovasi agar kualitas
pelayananan mendapat kepercayaan dari

menuju tata kelola  mayarakat (Ikhbaluddin, 2021).

pemerintahan yang baik. Perlu memperhatikan
aspek kebutuhan dan tuntutan masyarakat akan
pelayanan. Untuk itu kualitas pelayanan kepada
masyarakat perlu di tingkatkan sesuai dengan
kemajuan zaman. Pemerintah daerah sebagai
ujung tombak pelayan publik harus mampu

Selama ini masyarakat mengkonotasikan pela-
yanan yang diberikan oleh apartur pemerintah
daerah kepada masyarakat cenderung kurang
berkualitas dan bahkan terkesan tidak sepenuh
hati (Hayat, 2017). Realita yang demikian
memerlukan kepedulian dari kalangan aparatur
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sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin
baik hingga pada akhirnya pengakuan atas
kulaitas layanan datang dari masyarakat itu
sendiri. Mengingat tugas utama pemerintah
adalah memberikan pelayanan terbaik kepada
masyarakatnya maka dalam upaya meningkatkan
kualitas pelayanan publik, pemerintah melalui
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara

mengeluarkan peraturan Nomor 63/KEP/
M.PAN/7/2003 yang berisi Tentang Pedoman
Umum  Peyelenggaraan Pelayanan Publik

(Menpan, 2003).

Pelayanan publik menurut Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009. Pasal 1 Ayat (1)
menyatakan bahwa Pelayanan Publik merupakan
kegiatan atau rangkaian dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan bagi setiap
warga negara dan penduduk atas barang, jasa,
dan/atau pelayanan administratif yang disedia-
kan penyelenggara pelayanan publik (Undang-
Undang_25, 2009). Kegiatan pelayanan publik
telah diatur pemenuhannya berdasarkan regulasi
yang dibuat oleh pemerintah, dengan tujuan
utamanya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan
kesejahteraan  masyarakat. Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan Publik
memiliki 4 tujuan, pertama memberikan batasan
dan hubungan yang jelas terkait hak, tanggung
jawab, kewajiban dan kewenangan setiap pihak
dalam penyelenggaraan pelayanan publik, kedua
mewujudkan pelayanan publik yang berasaskan
pemerintahan dan korporasi yang baik, ketiga
terpenuhinya pelayanan publik yang sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dan
yang keempat memberikan perlindungan dan
kepastian hukum bagi masyarakat dalam
pelayanan publik (Undang-Undang_25, 2009).

Undang-Undang tersebut mengatur hak dan
kewajiban bagi penyelenggara maupun pengguna
pelayanan publik. Kewajiban dalam menyeleng-
garakan pelayanan publik yang harus dipenubhi,
salah satunya adalah melaksanakan pelayanan
sesuai standar yang telah ditetapkan. Standar
pelayanan merupakan tolak ukur yang
dipergunakan sebagai pedoman penyelengga-
raan pelayanan dan juga acuan penilaian kualitas
pelayanan sebagai kewajiban dan juga janji
penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka
pelayanan yang Dberkualitas, cepat, mudabh,
terjangkau, dan teratur (Susanto & Anggraini,
2019). Peningkatan pelayanan dalam penyeleng-
garaan pemerintah dititik beratkan pada upaya-
upaya mempermudah pelayanan, mempercepat
pelayanan, memperpendek birokrasi, transpa-

ransi, dan adanya kepastian dalam pelayanan,
sehingga melalui peningkatan pelayanan
diharapkan keluhan masyarakat terhadap
pelayanan yang diberikan aparatur pemerintah
selama ini, seperti: prosedur dan tata pelayanan
yang diberikan yang tidak jelas, waktu pelayanan
yang tidak tepat, mekanisme pelayanan yang
berbelit-belit dan biaya pelayanan yang tidak
pasti akan dapat dihindari (Erlianti et al., 2019).
Setiap penyelenggara pelayanan publik
berkewajiban memenuhi 14 komponen standar
pelayanan yang meliputi: 1) dasar hukum,
peraturan perundang-undangan yang menjadi
dasar penyelenggaraan pelayanan; 2) persyara-
tan, syarat yang harus dipenuhi dalam
pengurusan suatu jenis pelayanan, baik
persyaratan teknis maupun admnistratif; 3)
sistem, mekanisme dan prosedur, tata cara
pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan
penerima pelayanan, termasuk pengaduan; 4)
jangka waktu penyelesaian, jangka waktu yang
diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses
pelayanan dari setiap jenis pelayanan; 5)
biaya/tarif, ongkos yang dikenakan kepada
penerima layanan dalam mengurus dan/atau
memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang
besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan
antara penyelenggara dan masyarakat; 6) produk
pelayanan, hasil pelayanan yang diberikan dan
diterima sesuai dengan Kketentuan yang telah
ditetapkan; 7) sarana, prasarana, dan/atau
fasilitas, peralatan dan fasilitas yang diperlukan
dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk
peralatan dan fasilitas bagi kelompok rentan; 8)
kompetensi pelaksana, kemampuan yang harus
dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan,
keahlian, keterampilan, dan pengalaman; 9)
pengawasan internal, pengendalian yang
dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau
atasan langsung pelaksana; 10) penanganan
pengaduan, saran, dan masukan, tata cara
pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak
lanjutnya; 11) jumlah pelaksana, tersedianya
pelaksana sesuai dengan beban kerja; 12)
jaminan pelayanan yang memberikan kepastian
pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar
pelayanan; 13) jaminan keamanan dan keselama-
tan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk
memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan
risiko keragu-raguan; dan 14) evaluasi kinerja
pelaksanan, penilain (Mukarom & Laksana,
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masyarakat mudah menjangkau pelayanan dasar
yang mengarah kepada kesejahteran masyarakat.
Hubungan kualitas pelayanan di sektor
pendidikan yang dikaitkan dengan kebijakan
pemerintah adalah hal yang sangat penting,
karena untuk membentuk suatu sikap warga
didik yang memiliki kepribadian yang bermoral,
beretika dan berakhlak dengan mengedepankan
scientific knowledge dan nilai-nilai religi (Hayat,
2017). Output yang diperoleh oleh setiap warga
didik yang telah mengenyam pendidikan
menengah akan menjadi bekal kehidupan bagi
siswa tersendiri pada tingkat pendidikan tinggi
atau sudah bermasyarakat, untuk mengem-
bangkan sosial-budaya dalam situasi dan kondisi
itu sendiri (Kurniawan, 2017).

Di samping itu, dengan terpenuhinya standar
pelayanan tersebut, dapat meminimalisir
tindakan-tindakan maladminsitrasi seperti pu-
ngutan liar, penyimpangan prosedur, penudaan
berlarut dan sebagainya yang merupakan celah
terjadinya tindakan Kkorupsi. Adanya standar
pelayanan publik memberikan keterbukaan
akses informasi kepada masyarakat sehingga
dalam sebuah pelayanan baik persyaratan,
prosedur, biaya dan jangka waktu dapat diukur
dan diketahui masyarakat tanpa mengalami
kebingungan serta menunutut pengawasan
masyarakat dalam penyelenggaraannya. Dengan
terpenuhnya standar pelayanan publik tersebut,
harapannya hanyalah mewujudkan Indonesia
menjadi welfare state yang dapat memenuhi
kebutuhan dasar sebagai bentuk mekanisme
pemerataan terhadap kesejangan yang ada.

Aktivitas pelayanan pada dasarnya memiliki
karakteristik tertentu dan terbagi ke dalam
beberapa jenis pelayanan yaitu: (1). Pelayanan
Administratif yaitu pelayanan yang menghasil-
kan bentuk dokumen resmi seperti dokumen
kepemilikan tanah, kewarganegaraan, sertifikasi
kompetensi dan lainnya seperti KTP, BPKB,
STNK, IMB dan SIM. (2). pelayanan barang
seperti penyediaan tenaga listrik, air Dbersih,
jaringan telpon dan internet termasuk
penyediaan bahan bakar. (3). Pelayanan Jasa.
Pelayanan dibidang ini seperti pendidikan,
pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan trans-
portasi dan pengurusan pensiun. (4). Pelayanan
Regulatif (Sri Maulidiah, 2014). Pelayanan yang
berupaya memberikan pelayanan penegakan
hukum, kebijakan, agama, sosial, keamanan,
administrasi (Rahim, 2023), perumahan, komuni-
kasi, asuransi jiwa, kesehatan, dan perlindungan
hak asasi manusia.

Kementerian Agama Republik Indonesia
merupakan salah satu instansi yang menjalankan
pelayanan jenis jasa. Kementerian Agama men-
jalankan fungsinya dengan asas desentralisasi
atau kita kenal sebagai instansi vertikal yang
langsung berada dibawah naungan menteri
sehingga dalam pelaksanaanya walaupun berada
disetiap daerah namun tidak bertanggung jawab
langsung kepada kepala daerah. Dalam upaya
berperan aktif dalam meningkatkan kualitas
pelayanan publik Kementerian Agama menetap-
kan Keputusan Menteri Agama Nomor 90 Tahun
2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyeleng-
garaan Pelayanan Terpadu Kementerian Agama.
Keputusan  Menteri Agama ini merupakan
regulasi dalam memberikan kemudahan dan
kepastian bagi masyarakat dalam memperoleh
pelayanan di Kementerian Agama (Keputusan
Menteri Agama, 2018).

Hal ini dibuktikan dengan berdirinya
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di setiap
Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menjadi
paket kemudahan pada urusan (layanan) di
Kementerian Agama dengan mengedepankan
prinsip layanan tepat waktu, mudah, dan murah.
Target yang diharapkan Kementerian Agama
dalam peningkatan kualitas pelayanan publik
dalam kaitannya penerapan reformasi birokrasi
meliputi: (1) terciptanya suatu pelayanan ter-
padu satu atap untuk beberapa layanan publik
sejenis; (2) terwujudnya pelayanan yang cepat,
yang menjamin kepastian masyarakat memenuhi
kebutuhan mereka; dan (3), tersedianya aturan
dan perundangan yang mendukung terwujudnya
birokrasi yang efektif dan juga efisien, dan
termanfaatkannya teknologi informasi dan
komunikasi dalam pelayanan publik sejalan
dengan kemajuan dan perkembangan zaman
(Yayat, 2017).

Bentuk konkrit dari upaya peningkatan mutu
layanan bidang pendidikan yang telah dijalankan
oleh kementerian agama tingkat daerah dalam
hal ini Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Indramayu adalah memberikan bimbingan
teknis, pembinaan, pengelolaan sistem informasi,
dan penyusunan rencana, serta pelaporan di
bidang pendidikan agama dan pendidikan
keagamaan Islam (Kemenag Kab Indramayu,
2024). Pendidikan merupakan hal yang sangat
penting  karena  Pendidikan = merupakan
tanggungjawab bersama mulai dari pemerintah,
orang tua juga masyarakat. Masyarakat memiliki
peran dan juga dampak bagi perkembangan
pendidikan anak ataupun remaja. Pendidikan
kemasyarakatan haruslah memiliki perhatian
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khusus dan serius dalam sistem penyelenggaraan
pendidikan agama Islam. Dampak masyarakat
sebagai Agent of change yaitu agen perubahan
memimpin masyarakat dalam mengubah system
social. Oleh karena itu Dampak aktivitas Elit
sebagai Agent Of Change dalam pendidikan
agama islam sangat berpengaruh dalam
meningkatkan lingkuan pendidikan agama islam
bagi remaja yang berkualitas dan unggul (Umu,
2023). Pendidikan menjadi media pengem-
bangan potensi dan mencerdaskan peserta didik.
Dari pendidkanlah karekter terbentuk (Rahim,

2024).
Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Indramayu sebagai penyelenggara urusan

pemerintahan dibidang agama memiliki fungsi-
fungsi pelayanan yang berkaitan langsung
dengan lembaga pendidikan diantanya pada
tingkat Madrasah Aliyah, pelayanan yang telah
diberikan oleh Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Indramayu sudah berjalan baik,
secara umum, walaupun sudah dinyatakan baik,
dalam setiap pelayanan publik pasti didapati
masalah. Menangani masalah-masalah tersebut

memerlukan wupaya yang serius dari pihak
Kementerian Agama Kabupaten Indramayu,
termasuk reformasi birokrasi, peningkatan

kompetensi pegawai, investasi dalam teknologi
dan infrastruktur, serta peningkatan transpa-
ransi dan akuntabilitas dalam setiap proses
pelayanan (Mukarom & Laksana, 2015).
Meskipun program telah dicanangkan secara
matang oleh Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Indramayu, namun praktek di-
lapangan menunjukkan potret pelayanan kepada
masyarakat masih dicitrakan sebagai pelayanan
yang berbelit-belit, sulit untuk diakses, prosedur
pelayanan yang kurang jelas, dan kurangnya
keterbukaan biaya pelayaan yang dibutuhkan,
sehingga masalah tersebut dapat mendorong

pemerintah agar secepatnya memperbaki
kualitas pelayanan yang dibutuhkan masyarakat
(Rudi Rinaldi A, 2012). Berbagai macam

persoalan tentang pelayanan kepada masyarakat
di Indonesia, termasuk dilingkungan Kemenag
Indramayu merupakan salah satu faktor dari
kualitas pelayanan publik masih rendah.
Pelayanan di bidang pendidikan, transportasi,
kesehatan, fasilitas sosial dan pengelolaan
pelayanan yang diselenggarakan oleh
pemerintah daerah sering menjadi sorotan tajam
dan memberikan makna bahwa paradigma
pemerintahan lama masih kukuh. Jika diper-
hatikan berbagai permasalahan penyelenggaraan
pelayanan  publik di Indonesia, maka

permasalahan utama pelayanan publik sekarang
ini adalah berkaitan dengan peningkatan kualitas
dari pelayanan itu sendiri (Mahsyar, 2011).

Dalam rangka menyelesaikan masalah yang
ada Kementerian Agama Republik Indonesia
menerbitkan surat keputusan Nomor 90 Tahun
2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyeleng-
garaan Pelayanan Terpadu di Kementerian
Agama. Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP) di Kantor Kementerian Agama hadir
sebagai wujud pengintegrasian layanan yang
selama ini terkotak-kotak dan tidak saling
mendukung. Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kantor
Kementerian Agama pada intinya adalah untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik dan
memudahkan masyarakat dalam mengakses
pelayanan yang ada di Kantor Kementerian
Agama (Keputusan Menteri Agama, 2018).

Madrasah Aliyah sebagai salah satu instansi
pendidikan yang ada dibawah Kantor
Kementrian Agama Kabupaten Indramayu juga
mengambil langkah yang sama dalam menjalan-
kan program-programnya. Sistem pendidikan
terintegrasi juga telah digalakkan, Penerapkan
kurikulum terintegrasi dan fleksibel menjadi
system unggulan (Hanif & Henri, 2024).
Terintegrasi bermakna mengadopsi keseluruhan
kurikulum pendidikan nasional (Diknas) dan
kurikulum Departemen Agama dan ditambah lagi
dengan kurikuklum muatan lokal seperti tahfidz
Al-Quran. Ketiga kurikulum yang terintegrasi itu
diterapkan dengan menyesuaikan waktu yang
tersedia serta pencapaian yang dikehendaki
sesuai visi dan misi dari Madrasah Aliyah yang
ada dibawah Kementrian Agama di Kabupaten
Indramayu. Berdasarkan latar belakang di atas
penulis tertarik dan ingin mendalami sejauh
mana Pelayanan Publik Kepada Madrasah Aliyah
di Kantor Kementian Agama Kabupaten
Indramayu.

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif.
Data primer yang dikumpulkan peneliti langsung
dari sumber utamanya, melalui wawancara
langsung atau hasil dari pengamatan langsung di

lapangan, meliputi: Ketua Kantor Kemenag
Kabupaten Indramayu, Pengawas Sekolah,
Petugas Pelayanan. Pengelolaan sekolah,

meliputi: Kepala Sekolah/Wakil Kepala Sekolah,
Bagia Kurikulum, dan Bagian Tata Usaha Sekolah.
Data sekunder bersumber dari hasil penilitian
orang lain yang dibuat untuk maksud berbeda.
Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kementrian
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Agama Kabupaten Indramayu dan dua lembaga
pendidikan Madrasah Aliyah yaitu di MA Al-
Zaytun dan MA Al Irsyad Al Islamiyah
Indramayu. Penelitian ini dilakukan dengan
pengambilan data menggunakan purposive
sampling.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Sistem Pelayanan Publik di Kantor

Kementrian Agama Kabupaten Indramayu
Sistem pelayanan publik di Kantor

Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten

Indramayu biasanya mencakup berbagai

layanan yang berkaitan dengan urusan agama,

pendidikan, dan keagamaan. Beberapa aspek
utama dari sistem pelayanan publik di kantor

Kemenag umumnya meliputi:

1. Pelayanan =~ Administrasi Keagamaan:
Pelayanan administrasi keagamaan di
Kantor Kementerian Agama (Kemenag)
Kabupaten Indramayu meliputi beberapa
aspek penting yang berhubungan dengan
kehidupan keagamaan masyarakat. Berikut
adalah penjelasan lebih rinci tentang
masing-masing layanan:

a) Pencatatan Nikah, Rujuk, Talak, dan

Cerai:

1) Pencatatan Nikah: Kantor Urusan
Agama (KUA) di bawah Kemenag
bertanggung jawab atas pencatatan
pernikahan  bagi umat Islam.
Prosesnya melibatkan pemeriksaan
dokumen, bimbingan pranikah, serta
pelaksanaan akad nikah.

2) Pencatatan Rujuk: Setelah per-
ceraian, jika pasangan memutuskan
untuk rujuk (kembali bersama), KUA
juga mencatat rujuk ini secara resmi
sesuai dengan hukum Islam.

3) Pencatatan Talak dan Cerai: Talak
dan cerai juga dicatat di KUA setelah
melalui  proses hukum  yang
ditentukan oleh pengadilan agama.
KUA kemudian mengeluarkan akta
cerai sebagai bukti resmi perceraian.

b) Sertifikasi Halal:

1) Kemenag bekerja sama dengan
Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-
obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama
Indonesia (LPPOM MUI) dalam
penerbitan sertifikat halal. Proses ini
melibatkan  pemeriksaan  produk
untuk memastikan bahwa mereka
memenuhi syarat halal sesuai dengan
syariat Islam.

2) Sertifikasi  ini  penting  untuk
memberikan jaminan kepada
masyarakat bahwa produk yang
dikonsumsi aman dan sesuai dengan
hukum Islam.

c) Pengurusan Izin dan Legalisasi Tempat

Ibadah:

1) Kantor Kemenag juga bertanggung
jawab dalam pengurusan izin
pembangunan dan legalisasi tempat
ibadah, seperti masjid, mushola,
gereja, dan lain-lain.

2) Proses ini melibatkan verifikasi
dokumen dan memastikan bahwa
pembangunan tempat ibadah
tersebut sesuai dengan peraturan
yang berlaku dan tidak menimbulkan
konflik di masyarakat.

d) Penyuluhan Agama dan Bimbingan

Keagamaan:

1) Kemenag menyediakan layanan
penyuluhan agama yang dilakukan
oleh penyuluh agama yang terlatih.
Penyuluhan ini bertujuan untuk
memberikan  bimbingan kepada
masyarakat dalam menjalankan
kehidupan beragama sesuai dengan
ajaran agama Islam.

2) Selain itu, bimbingan keagamaan
juga dilakukan untuk membantu
masyarakat dalam  menghadapi
masalah-masalah sosial dan juga
keagamaan, termasuk dalam hal
pernikahan, perceraian, dan masalah
keagamaan lainnya.

Pelayanan administrasi keagamaan ini
sangat penting untuk menjaga ketertiban
dan kepatuhan terhadap hukum agama dan
negara dalam kehidupan beragama
masyarakat. Kantor Kemenag di setiap
kabupaten, termasuk Indramayu, biasanya
berusaha memberikan layanan ini dengan
profesionalisme dan integritas tinggi untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat.

. Pelayanan Haji dan Umrah: Pelayanan Haji

dan Umrah di Kantor Kementerian Agama
(Kemenag) Kabupaten Indramayu
mencakup beberapa aspek utama yang
bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat
yang ingin melaksanakan ibadah haji dan
umrah. Berikut penjelasan rinci mengenai
layanan-layanan tersebut:
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a) Pendaftaran dan Verifikasi Calon Jemaah

Haji:

1) Pendaftaran Haji: Kemenag mem-
buka pendaftaran haji secara resmi,
di mana calon jemaah haji dapat
mendaftar melalui Kantor Kemenag
di kabupaten/kota. Pendaftaran ini
dilakukan dengan menyerahkan
dokumen-dokumen yang diperlukan,
seperti KTP, KK, dan paspor.

2) Verifikasi Calon Jemaah: Setelah
pendaftaran, Kemenag melakukan
verifikasi dokumen dan data calon
jemaah haji untuk memastikan
bahwa mereka memenuhi syarat dan
ketentuan yang berlaku. Proses ini
juga mencakup pengecekan pem-
bayaran biaya perjalanan haji (BPIH)
yang dilakukan melalui bank yang
ditunjuk.

b) Pembinaan Manasik Haji:

1) Manasik Haji: Sebelum berangkat ke
Tanah Suci, calon jemaah haji
diwajibkan  mengikuti  kegiatan
manasik haji yang diselenggarakan
oleh Kemenag. Manasik haji ini
bertujuan untuk memberikan
pemahaman mendalam tentang tata
cara pelaksanaan ibadah haji,
termasuk ritual-ritual yang harus
dijalankan selama di Mekah dan
Madinah.

2) Pembinaan Intensif: Selain manasik
reguler, Kemenag juga menyediakan
pembinaan intensif yang mencakup
berbagai aspek, seperti kesehatan,
keselamatan, dan peraturan haji.
Pembinaan ini dilakukan oleh tenaga
ahli dan ulama yang berpengalaman
dalam bidang haji.

c) Pelayanan Umrah:

1) Pengawasan Biro Perjalanan Umrah:
Kemenag berperan penting dalam
mengawasi biro perjalanan umrah
agar mereka Dberoperasi sesuai
dengan peraturan yang berlaku.
Pengawasan ini mencakup pemerik-
saan izin operasional, Kkualitas
layanan, dan juga kepatuhan biro
terhadap regulasi yang ditetapkan
oleh pemerintah.

2) Pengaduan dan Penyelesaian
Masalah: Kemenag juga menerima
dan menangani pengaduan dari
masyarakat terkait dengan layanan

. Pelayanan

umrah, seperti penipuan atau
layanan yang tidak sesuai dengan
yang dijanjikan oleh biro perjalanan.
Kemenag bertindak sebagai mediator
untuk menyelesaikan masalah ini
agar jemaah umrah mendapatkan
haknya.

Pelayanan haji dan umrah yang
disediakan oleh Kemenag Kabupaten
Indramayu dirancang untuk memastikan
bahwa seluruh proses dari pendaftaran
hingga pelaksanaan ibadah berjalan dengan
lancar dan sesuai dengan syariat Islam.
Kemenag berusaha untuk memberikan
pelayanan yang terbaik, mengingat
pentingnya ibadah haji dan umrah bagi
umat Islam.

Pendidikan: Pelayanan
pendidikan yang diberikan oleh Kantor
Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten
Indramayu mencakup berbagai aspek yang
berkaitan dengan pendidikan agama Islam,
baik di madrasah, pondok pesantren,
maupun di sekolah-sekolah umum yang
memiliki program pendidikan agama.
Berikut adalah rincian layanan tersebut:

a) Pengelolaan Pendidikan Madrasah dan

Pondok Pesantren:

1) Madrasah: Kemenag bertanggung
jawab atas pengelolaan pendidikan
di madrasah yang meliputi Madrasah
Ibtidaiyah (MI), Madrasah
Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah
Aliyah  (MA). Pengelolaan ini
mencakup kurikulum, pendanaan,
sarana prasarana, serta kesejah-
teraan  tenaga  pendidik  dan
kependidikan.

2) Pondok Pesantren: Selain madrasah,
Kemenag juga mengawasi pondok
pesantren, baik yang salafiyah
(tradisional) maupun yang modern.
Pengelolaan ini mencakup pem-
berian izin operasional, bantuan
keuangan, pengembangan kurikulum
berbasis agama, serta pembinaan
kelembagaan untuk memastikan
kualitas pendidikan di pesantren
tetap terjaga.

b) Penerbitan  Sertifikasi dan Ijazah

Pendidikan Agama:

1) Sertifikasi Pendidikan: Kemenag
menerbitkan sertifikasi bagi peserta
didik yang telah menyelesaikan
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pendidikan di madrasah atau pesan-
tren. Sertifikasi ini penting untuk
keperluan akademik selanjutnya,
seperti melanjutkan pendidikan ke
jenjang yang lebih tinggi atau untuk
keperluan pekerjaan.

2) ljazah Pendidikan Agama: Setelah
menyelesaikan pendidikan di
madrasah atau pesantren, peserta
didik menerima ijazah yang diakui
oleh Kemenag. ljazah ini menjadi
bukti formal bahwa seseorang telah
menyelesaikan program pendidikan
agama sesuai dengan standar yang
ditetapkan oleh pemerintah.

c) Pembinaan dan Pengawasan Guru

Agama:

1) Pembinaan Guru Agama: Kemenag
memiliki program pembinaan bagi
guru agama yang mengajar di
madrasah, pesantren, dan sekolah
umum. Pembinaan ini mencakup
pelatihan pedagogik, peningkatan
kompetensi dalam pengajaran
agama, serta pengembangan
profesionalisme guru.

2) Pengawasan Guru Agama: Untuk
memastikan  bahwa  pendidikan
agama berjalan dengan baik dan
sesuai dengan kurikulum, Kemenag
melakukan pengawasan rutin
terhadap guru agama. Pengawasan
ini juga melibatkan evaluasi kinerja
guru dan memberikan rekomendasi
untuk dapat peningkatan kualitas
pendidikan agama di sekolah-
sekolah.

Pelayanan pendidikan yang dikelola oleh
Kemenag Kabupaten Indramayu berperan
penting dalam membentuk karakter dan
pengetahuan agama peserta didik. Melalui
pengelolaan  yang  baik, penerbitan
sertifikasi yang sah, serta pembinaan dan
pengawasan terhadap tenaga pendidik,
Kemenag berusaha memastikan bahwa
pendidikan agama di wilayahnya berjalan
dengan efektif dan sesuai dengan standar
nasional.

. Pelayanan Zakat, Infak, dan Wakaf:
Pelayanan Zakat, Infak, dan Wakaf yang
diberikan oleh Kantor Kementerian Agama
(Kemenag) Kabupaten Indramayu
bertujuan untuk memastikan pengelolaan

dan distribusi zakat, infak, dan wakaf
dilakukan secara amanah dan sesuai
dengan ketentuan syariat Islam. Berikut
adalah rincian dari layanan-layanan
tersebut:

a) Pengelolaan Zakat dan Infak melalui

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS):

1) Pengumpulan Zakat dan Infak:
Kemenag melalui BAZNAS bertugas
mengkoordinasikan  pengumpulan
zakat dan infak dari masyarakat.
BAZNAS berfungsi sebagai lembaga
resmi yang mengumpulkan dana
zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dari
para muzakki (wajib zakat) dan
masyarakat umum.

2) Distribusi ~ Zakat: Dana  yang
terkumpul kemudian didistribusikan
kepada mustahik (penerima zakat)
sesuai dengan asnaf yang telah
ditentukan dalam Islam, seperti fakir,
miskin, ibnu sabil, dan lain-lain.
BAZNAS memastikan distribusi ini
dilakukan secara transparan dan
tepat sasaran.

3) Program Sosial: Selain distribusi
langsung, BAZNAS juga mengelola
berbagai program sosial dan
pemberdayaan ekonomi berbasis
zakat untuk dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, seperti
bantuan pendidikan, kesehatan, dan
pengembangan usaha kecil.

b) Pencatatan dan Sertifikasi Wakaf:

1) Pencatatan Wakaf: Kemenag
bertanggung jawab atas pencatatan
wakaf, baik berupa tanah, bangunan,
maupun harta lainnya. Proses
pencatatan ini dilakukan untuk
memastikan bahwa harta yang
diwakafkan tercatat secara resmi dan
dilindungi oleh hukum.

2) Sertifikasi Wakaf: Setelah pen-
catatan, Kemenag mengeluarkan
sertifikat wakaf sebagai bukti
legalitas dan keabsahan wakaf
tersebut. Sertifikat ini memberikan
jaminan hukum bagi wakif (orang
yang berwakaf) bahwa harta wakaf
akan digunakan sesuai dengan niat
dan ketentuan syariat.
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c) Pembinaan dan Pengelolaan Lembaga-
lembaga yang Terkait dengan Zakat dan
Wakaf:

1) Pembinaan Lembaga Zakat dan
Wakaf: Kemenag  memberikan
pembinaan kepada lembaga-lembaga
zakat dan wakaf yang beroperasi di
wilayahnya. Pembinaan ini
mencakup pelatihan manajemen,
peningkatan kapasitas pengelola, dan
bimbingan terkait hukum serta
peraturan yang berlaku.

2) Pengawasan dan  Pengelolaan:
Kemenag juga melakukan pengawa-
san terhadap operasional lembaga-
lembaga zakat dan wakaf untuk
memastikan mereka menjalankan
tugasnya dengan baik dan sesuai
dengan ketentuan. Pengawasan ini
penting untuk menjaga transparansi
dan akuntabilitas dalam pengelolaan
dana zakat, infak, dan wakaf.

Pelayanan yang terkait dengan zakat,
infak, dan wakaf ini sangat penting dalam
membantu masyarakat untuk menunaikan
kewajiban agama mereka dengan benar,
serta memastikan bahwa dana yang
dikumpulkan dapat memberikan manfaat
yang optimal bagi penerima yang berhak.
Kemenag Kabupaten Indramayu, melalui
kerjasama dengan BAZNAS dan lembaga
terkait lainnya, berupaya menjaga keper-
cayaan masyarakat dalam pengelolaan
zakat, infak, dan wakaf.

. Pelayanan Bimbingan dan Penyuluhan:
Pelayanan bimbingan dan penyuluhan yang
diberikan oleh Kantor Kementerian Agama
(Kemenag) Kabupaten Indramayu berfokus
pada peningkatan pemahaman dan
kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai
agama serta mendorong kerukunan umat
beragama. Berikut adalah rincian dari
layanan-layanan tersebut:

a) Program Penyuluhan Agama yang

Melibatkan Penyuluh Agama:

1) Peran Penyuluh Agama: Penyuluh
agama adalah pegawai yang
ditugaskan oleh Kemenag untuk
memberikan bimbingan, penyulu-
han, dan informasi keagamaan
kepada masyarakat. Mereka ber-
tugas di berbagai wilayah, termasuk
di desa-desa dan daerah terpencil,

untuk memastikan bahwa pesan-
pesan keagamaan sampai kepada
seluruh lapisan masyarakat.

2) Kegiatan  Penyuluhan: Program
penyuluhan agama  melibatkan
berbagai kegiatan, seperti ceramah,
kajian keagamaan, seminar, dan
diskusi kelompok. Kegiatan ini
dirancang  untuk = memberikan
pemahaman yang benar tentang
ajaran agama Islam, mengatasi
kesalahpahaman, dan mencegah
penyebaran paham radikal.

3) Topik Penyuluhan: Topik yang
dibahas dalam penyuluhan meliputi
berbagai aspek kehidupan ber-
agama, seperti tata cara ibadah, etika
beragama, peran agama dalam
kehidupan sehari-hari, serta isu-isu
sosial yang relevan, seperti per-
nikahan, keluarga, dan pendidikan
moral.

b) Bimbingan Masyarakat dalam Hal
Keagamaan dan Kerukunan Umat
Beragama:

1) Bimbingan Keagamaan: Kemenag
memberikan  bimbingan kepada
masyarakat dalam  menjalankan
kehidupan beragama. Bimbingan ini
mencakup cara-cara menjalankan
ibadah dengan benar, meningkatkan
kualitas spiritual, dan menerapkan
nilai-nilai agama dalam kehidupan
sehari-hari. Bimbingan juga diberi-
kan untuk membantu masyarakat
memahami isu-isu keagamaan yang
kompleks dan memberikan solusi
yang sesuai dengan ajaran agama.

2) Kerukunan Umat Beragama: Salah
satu fokus utama dari Kemenag
adalah  mendorong terciptanya
kerukunan antarumat beragama.
Melalui berbagai program bimbingan
dan dialog antaragama, Kemenag
berusaha menciptakan pemahaman
dan toleransi di antara penganut
agama yang berbeda. Kegiatan ini
sering melibatkan tokoh agama,
pemuka masyarakat, dan pemuda
untuk membangun dialog yang
konstruktif.

3) Penyelesaian Konflik Keagamaan:
Kemenag juga berperan dalam
penyelesaian konflik yang mungkin
timbul akibat perbedaan agama atau
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pandangan  keagamaan. Melalui
mediasi dan dialog, Kemenag ber-
upaya untuk menyelesaikan konflik
secara damai dan menghindari
tindakan kekerasan yang bisa
merusak kerukunan sosial.

Pelayanan bimbingan dan penyuluhan
ini sangat penting dalam menjaga stabilitas
sosial dan mendorong harmoni di
masyarakat. Dengan melibatkan penyuluh
agama yang kompeten dan program-
program yang dirancang dengan baik,
Kemenag Kabupaten Indramayu berusaha
membangun masyarakat yang beragama
dengan baik, toleran, dan mampu hidup
berdampingan secara damai. Kualitas
pelayanan publik di Kantor Kemenag
Kabupaten Indramayu akan tergantung
pada berbagai faktor seperti jumlah
sumber daya manusia, teknologi yang
digunakan, dan kebijakan internal kantor
tersebut. Di beberapa daerah, Kemenag
juga telah mengimplementasikan sistem
layanan berbasis elektronik atau online
untuk memudahkan masyarakat dalam
mengakses layanan-layanan tersebut.

B. Pelayanan Publik kepada Madrasah Aliyah

di Kantor Kementrian Agama Kabupaten
Indramayu

Pelayanan publik yang diberikan oleh
Kantor Kementerian Agama (Kemenag)
Kabupaten Indramayu kepada Madrasah
Aliyah (MA) mencakup berbagai aspek yang
bertujuan untuk mendukung operasional,
pengembangan, dan peningkatan kualitas
pendidikan di tingkat Madrasah Aliyah.
Berikut adalah rincian layanan-layanan
tersebut:

1. Pengelolaan Kurikulum dan Kualitas
Pendidikan:

a) Penyusunan dan  Implementasi
Kurikulum: Kemenag bertanggung

jawab dalam penyusunan dan
pengawasan implementasi kurikulum di
Madrasah Aliyah. Kurikulum yang di-
gunakan mengintegrasikan pendidikan
umum dengan pendidikan agama Islam,
sehingga siswa mendapatkan pengeta-
huan yang seimbang antara ilmu
pengetahuan dan nilai-nilai agama.

b) Pengembangan Kurikulum: Kemenag
juga mendukung pengembangan kuri-
kulum yang relevan dengan kebutuhan

zaman, termasuk penerapan kurikulum
berbasis kompetensi dan pembelajaran
yang mendorong kreativitas serta
inovasi di kalangan siswa.

2. Pembinaan dan Pengembangan Guru serta

Tenaga Kependidikan:

a) Pelatihan dan Pengembangan Profesio-
nal: Kemenag menyediakan berbagai
program pelatihan dan pengembangan
profesional bagi guru-guru Madrasah
Aliyah. Program ini bertujuan untuk
meningkatkan kompetensi pedagogik,
profesional, sosial, dan kepribadian
guruy, sehingga mereka dapat memberi-
kan pengajaran yang berkualitas.

b) Sertifikasi Guru: Kemenag juga mem-
fasilitasi proses sertifikasi bagi guru-
guru di Madrasah Aliyah sebagai upaya
untuk dapat meningkatkan kualitas
pengajaran dan memastikan bahwa
semua guru memenuhi standar nasional.

3. Bantuan dan Fasilitas

Pendidikan:

a) Bantuan Operasional Sekolah (BOS):
Madrasah Aliyah menerima Bantuan
Operasional Sekolah dari pemerintah
yang dikelola melalui Kemenag. BOS ini
digunakan untuk mendanai berbagai
kegiatan operasional madrasah, ter-
masuk pembelian bahan ajar, perbaikan
fasilitas, dan penyelenggaraan kegiatan
ekstra-kurikuler.

b) Pembangunan dan  Rehabilitasi
Fasilitas: Kemenag juga memberikan
dukungan dalam pembangunan dan
rehabilitasi fasilitas madrasah, seperti
ruang kelas, laboratorium, perpus-
takaan, dan sarana olahraga. Hal ini
bertujuan untuk dapat menciptakan
lingkungan belajar yang kondusif bagi

Dukungan

siswa.
4. Penerbitan ljazah dan Sertifikat
Pendidikan:
a) l[jazah Madrasah Aliyah: Setelah

menyelesaikan pendidikan di Madrasah
Aliyah, siswa akan menerima ijazah yang
diakui oleh Kemenag. Iljazah ini
merupakan bukti kelulusan yang sah
dan dapat digunakan untuk melanjutkan
pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi,
baik di dalam negeri maupun luar
negeri.
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b) Sertifikasi Kompetensi: Selain ijazah,
Kemenag juga menerbitkan sertifikat
kompetensi bagi siswa yang mengikuti
program keterampilan atau pendidikan
kejuruan di Madrasah Aliyah. Sertifikat
ini memberikan nilai tambah bagi siswa
dalam dunia kerja.

. Pengawasan dan Evaluasi:

a) Pengawasan Pendidikan: Kemenag
melakukan pengawasan secara rutin
terhadap kegiatan pembelajaran dan
administrasi di Madrasah Aliyah.
Pengawasan ini bertujuan untuk
memastikan bahwa madrasah
menjalankan fungsi pendidikan dengan
baik dan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

b) Evaluasi  Kinerja: Kemenag juga
melakukan evaluasi kinerja madrasah
secara berkala untuk mengidentifikasi
area yang perlu ditingkatkan. Evaluasi
ini mencakup penilaian terhadap
kualitas pembelajaran, kinerja guru,
serta  keberhasilan siswa dalam
mencapai standar kompetensi.

. Layanan Bimbingan dan Konseling:

a) Bimbingan Akademik dan Karir:
Kemenag mendukung Madrasah Aliyah
dalam menyediakan layanan bimbingan
akademik dan karir bagi siswa. Layanan
ini membantu siswa dalam menentukan
pilihan studi lanjut atau Kkarir yang
sesuai dengan minat dan bakat mereka.

b) Bimbingan Keagamaan: Selain
bimbingan akademik, Kemenag juga
memastikan bahwa siswa di Madrasah
Aliyah mendapatkan bimbingan ke-
agamaan yang memadai, sehingga
mereka dapat mengembangkan pemaha-
man yang mendalam tentang ajaran
[slam.

Pelayanan publik kepada Madrasah
Aliyah yang disediakan oleh Kemenag
Kabupaten Indramayu berperan penting
dalam meningkatkan mutu pendidikan dan
memastikan bahwa siswa menerima
pendidikan  yang  berkualitas dan
berimbang antara ilmu pengetahuan umum
dan agama. Dengan dukungan yang
komprehensif ini, Madrasah Aliyah dapat
berfungsi sebagai lembaga pendidikan yang
mencetak generasi yang cerdas, berakhlak
mulia, dan siap menghadapi tantangan
masa depan.

C. Faktor-faktor yang menjadi pendukung

dan penghambat dalam memberikan
Pelayanan Publik kepada Madrasah Aliyah
di Kantor Kementrian Agama Kabupaten
Indramayu

Dalam memberikan pelayanan publik
kepada Madrasah Aliyah (MA) di Kantor
Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten
Indramayu, terdapat berbagai faktor pen-
dukung dan penghambat yang mempengaruhi
kualitas dan efektivitas pelayanan tersebut.
Berikut adalah penjelasan mengenai faktor-
faktor tersebut:
1. Faktor Pendukung:

a) Komitmen Pemerintah dan Kebijakan

yang Mendukung:
1) Dukungan Anggaran: Pemerintah
melalui Kemenag memberikan

alokasi anggaran yang memadai
untuk mendukung berbagai program
dan kegiatan di Madrasah Aliyah,
termasuk  Bantuan  Operasional
Sekolah (BOS) dan juga bantuan
pembangunan infrastruktur.

2) Kebijakan Pendidikan yang Progresif:
Kebijakan pemerintah yang mendu-
kung pengembangan pendidikan
madrasah, seperti pengembangan
kurikulum berbasis kompetensi dan
sertifikasi guru, menjadi faktor

penting yang mendukung
peningkatan kualitas pendidikan di
Madrasah Aliyah.

b) Sumber Daya Manusia yang Kompeten:

1) Tenaga Pendidik yang Profesional:
Keberadaan guru-guru yang memiliki
kompetensi tinggi dan bersertifikasi
merupakan salah satu  faktor
pendukung utama. Program pelatihan
dan pengembangan profesional yang
berkelanjutan juga membantu
meningkatkan kualitas pengajaran.

2) Kepemimpinan yang Visioner: Kepala
madrasah dan pimpinan Kemenag
yang memiliki visi dan komitmen
kuat untuk memajukan pendidikan
madrasah berperan besar dalam
mengarahkan dan memotivasi
seluruh stakeholder.

c) Kerjasama dengan Stakeholder:

1) Kolaborasi dengan Orang Tua dan
Masyarakat: Partisipasi aktif dari
orang tua siswa dan masyarakat
dalam mendukung kegiatan pendidi-
kan, seperti kegiatan ekstrakurikuler
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dan pembinaan keagamaan, memper-
kuat ekosistem pendidikan di
Madrasah Aliyah.

2) Kemitraan dengan Lembaga Lain:
Kerjasama dengan lembaga pendidi-
kan tinggi, dunia usaha, dan lembaga
sosial lainnya juga mendukung
pengembangan program pendidikan
dan peningkatan kualitas lulusan.

d) Infrastruktur dan Teknologi:

1) Fasilitas yang Memadai: Keterse-
diaan fasilitas pendidikan yang baik,
seperti ruang kelas yang memadai,
laboratorium, perpustakaan, dan
sarana olahraga, mendukung proses
pembelajaran yang efektif.

2) Teknologi Pendidikan: Pemanfaatan
teknologi informasi dalam pembelaja-
ran, seperti penggunaan e-learning
dan digitalisasi administrasi pendidi-
kan, juga menjadi faktor pendukung
yang penting.

2. Faktor Penghambat:

a) Keterbatasan Anggaran dan Sumber

Daya:

1) Keterbatasan Dana: Meskipun ada
dukungan dari pemerintah, terkadang
alokasi anggaran yang terbatas bisa
menjadi  penghambat, terutama
dalam pengadaan fasilitas pendidikan
yang lebih baik dan pelaksanaan
program pengembangan yang lebih
komprehensif.

2) Kekurangan Tenaga Pendidik: Di
beberapa wilayah, terutama di daerah
terpencil, masih terdapat kekurangan
guru yang berkualitas, sehingga dapat
menghambat proses belajar meng-
ajar.

b) Birokrasi yang Rumit:

1) Prosedur Administrasi yang
Panjang: Birokrasi yang terlalu
berbelit-belit dalam pengelolaan pen-
didikan dan pengurusan administrasi
bisa memperlambat implementasi
program dan mengurangi efisiensi

pelayanan.
2) Koordinasi yang Kurang Efektif:
Kurangnya koordinasi antara

berbagai pihak, baik di tingkat pusat
maupun daerah, kadang-kadang

mengakibatkan ketidaksesuaian
dalam penerapan kebijakan pendidi-
kan.

c) Kualitas Infrastruktur yang Tidak

Merata:

1) Infrastruktur yang Kurang
Memadai: Di beberapa madrasah,
terutama di daerah pedesaan atau
terpencil, infrastruktur pendidikan
masih kurang memadai, seperti ruang
kelas yang tidak layak, kekurangan
fasilitas laboratorium, atau akses
internet yang terbatas.

2) Kendala Geografis: Letak geografis
yang sulit dijangkau juga menjadi
penghambat dalam memberikan
pelayanan publik yang optimal, baik
dalam hal pengiriman bantuan,
pengawasan, maupun pelatihan guru.

d) Tantangan Sosial dan Budaya:

1) Kesadaran Masyarakat  yang
Kurang: Dalam beberapa kasus,
rendahnya kesadaran masyarakat
tentang  pentingnya  pendidikan,
terutama pendidikan agama, bisa
menjadi penghambat bagi upaya
peningkatan kualitas pendidikan di
madrasah.

2) Pengaruh Paham Radikal atau
Ekstremis: Tantangan lain yang
mungkin dihadapi adalah adanya
pengaruh  paham radikal atau
ekstremis di masyarakat yang bisa
mengganggu proses pembelajaran
dan juga mengurangi kerukunan
antarumat beragama.

3. Upaya Mengatasi Hambatan:

a) Peningkatan Kerjasama dengan Pemda:
Kerjasama yang lebih erat dengan
pemerintah daerah dan dinas terkait
bisa membantu mengatasi keterbatasan
anggaran dan infrastruktur.

b) Penguatan Kapasitas Guru dan Kepala
Madrasah: Melalui pelatihan yang lebih
intensif dan program pengembangan
kapasitas, Kemenag dapat meningkatkan
kualitas pendidikan meskipun dengan
sumber daya yang terbatas.

c) Simplifikasi Birokrasi: Reformasi
birokrasi di lingkungan Kemenag bisa
membantu mempercepat proses
administrasi dan meningkatkan efisiensi
pelayanan publik.

d) Dengan memperhatikan faktor-faktor
pendukung dan mengatasi faktor-faktor
penghambat, = Kemenag  Kabupaten
Indramayu dapat meningkatkan efekti-
vitas pelayanan publik kepada Madrasah
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Aliyah, sehingga dapat menciptakan
lingkungan pendidikan yang lebih baik
dan juga mendukung pengembangan
generasi muda yang berkualitas.

IV. SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
Dari pembahasan yang sudah diurai pada
pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan

bahwa:
1. Kualitas pelayanan publik di Kantor
Kemenag Kabupaten Indramayu akan

tergantung pada berbagai faktor seperti
jumlah sumber daya manusia, teknologi
yang digunakan, dan kebijakan internal
kantor tersebut. Di beberapa daerah,
Kemenag juga telah mengimplementasikan
sistem layanan berbasis elektronik atau
online untuk memudahkan masyarakat
dalam mengakses layanan-layanan
tersebut.

2. Pelayanan publik kepada Madrasah Aliyah
yang disediakan oleh Kemenag Kabupaten

Indramayu berperan penting dalam
meningkatkan mutu pendidikan dan
memastikan bahwa siswa menerima

pendidikan yang berkualitas dan juga
berimbang antara ilmu pengetahuan umum
dan agama. Dengan dukungan yang
komprehensif ini, Madrasah Aliyah dapat
berfungsi sebagai lembaga pendidikan yang
mencetak generasi yang cerdas, berakhlak
mulia, dan siap menghadapi tantangan

masa depan.

3. Dengan  memperhatikan  faktor-faktor
pendukung dan mengatasi faktor-faktor
penghambat, Kemenag Kabupaten

Indramayu dapat meningkatkan efektivitas
pelayanan publik kepada Madrasah Aliyah,
sehingga dapat menciptakan lingkungan
pendidikan yang lebih baik dan mendukung
pengembangan generasi muda yang
berkualitas.

B. Saran
1. Membangun sistem pelayanan yang baik
untuk memudahkan pelayanan yang baik,
terkhusus untuk pelayanan publik pada
Madrasah Aliyah
2. Bagi peneliti berikutnya, dapat melakukan
penelitian yang lebih mendalam lagi terkait
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